
 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA BATU 

 

NOMOR    1    TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN ENAM PERATURAN DAERAH KOTA BATU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 150 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, dilakukan 

mekanisme pencabutan Peraturan Daerah; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 

Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4838 

Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 188.34-5029 Tahun 2016 tentang 

Pembatalan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 18 

Tahun 2011 tentang Pelayanan di Bidang Pengairan, 

dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/63.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 5 

(Lima) Peraturan Daerah Kota Batu;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

SALINAN 



Halaman 2 dari 4 Hlm…. 

 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Enam Peraturan Daerah Kota Batu; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 

Daerah; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4838 

Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 



Halaman 3 dari 4 Hlm…. 

 

Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5029 

Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pelayanan 

di Bidang Pengairan;  

10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/63.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 5 

(Lima) Peraturan Daerah Kota Batu;  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU 

dan 

WALIKOTA BATU 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ENAM 

PERATURAN DAERAH KOTA BATU.  

 
Pasal 1 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2005 Nomor 2/E); 

2. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu 

(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 

1/D); 

3. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E); 

4. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota 

Batu Tahun 2009 Nomor 2/B); 

5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Batu 

Tahun 2011 Nomor 3/E); dan 



Halaman 4 dari 4 Hlm…. 

 

6. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Pelayanan di Bidang Pengairan (Lembaran 

Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 9/E); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. 

     

 

 Ditetapkan di  Batu 

 pada tanggal   30 Mei    2018    
 

WALIKOTA BATU, 
 

 
ttd 

 

 
DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal   30 Mei           2018                

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 
 

 
ttd 
 

 
EDDY MURTONO 

     

    LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 1/EJGUHIL 

   NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 

                                   132-2/2018 KHUL 


